





A. Latar Belakang 
Salah satu semangat reformasi keuangan daerah adalah 
dilakukannya pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah dan 
penilaian kinerja keuangan daerah otonomi secara efektif dan efisien agar dapat 
diketahui sejauh mana pemerintah daerah otonom mampu melaksanakan 
otonomi khususnya di bidang keuangan. Ketika otonomi mulai digulirkan 
harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri di dalam 
pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing 
melalui penyerahan pengelolaan wilayahnya sendiri. Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan 
dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
merupakan salah satu solusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, dengan demikian ideologi politik dan 
struktur pemerintahan negara akan lebih bersifat desentralisasi dibanding 
dengan struktur pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralisasi. 
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi berkenaan dengan pengelolaan 
keuangan daerah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih lanjut Menteri Dalam Negeri 
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai tindak lanjut Peraturan 
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Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 
Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan Pemerintah Pusat kepada 
Daerah. Meskipun demikian, urusan pemerintahan tertentu seperti politik luar 
negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional masih diatur 
Pemerintah Pusat. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 
Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan 
pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia 
(SDM) dalam kerangka Desentralisasi Fiskal. Pendanaan kewenangan yang 
diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan 
potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat-
Daerah dan antar Daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan 
sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber 
utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan 
perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yang terdiri atas 
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014). 
Penyerahan kewenangan daerah juga disertai dengan penyerahan 
sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah 
Pusat di era Orde Baru. Menurut Undang-Undang Undang-Undang No. 23 
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Tahun 2014, Pemerintah Pusat akan mengalokasikan sumber penerimaan 
daerah yang terdiri atas pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Daerah 
diharapkan mampu untuk melaksanakan segala urusannya sendiri secara efektif 
dan efisien, sebab sumber-sumber pembiayaan juga sudah diserahkan. Jika 
mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian Daerah dapat 
direalisasikan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada Daerah itu 
nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali 
dari Daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil Daerah. Jika 
nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan Daerah tersebut memiliki 
kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Sementara DAU dan berbagai bentuk 
transfer dari Pemerintah Pusat seyogyanya hanya bersifat pendukung bagi 
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. 
Undang-Undang Otonomi Daerah juga menyebabkan terjadinya 
desentralisasi sistem pemerintahan pada Pemerintah Daerah, karena itu mereka 
sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaksanakan dan 
menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk 
dinilai apakah Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik 
atau tidak. Terdapat beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi 
Kabupaten / Kota antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada 
subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan 
 4 
 
pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom 
maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan 
daerah untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang 
tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil 
dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan 
penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber 
pendapatan yang ada (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan 
belanja daerah ( Halim 2002: 167 ). 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 4 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan keuangan daerah dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah 
dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam 
APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan ini 
berarti bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk efisien dalam mengelola 
pengeluaran daerah yang dikeluarkan sehingga dapat dicukupi dari penerimaan 
daerah yang diperoleh. Masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan 
harus diperhatikan karena dalam praktiknya menimbulkan tantangan baru bagi 
pemerintah yaitu tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat menciptakan serta 
menyelenggarakan pemerintahan yang baik, jujur dan bertanggungjawab. 
Tantangan tersebut muncul karena masih banyaknya persoalan yang dihadapi 
pemerintah yang belum dapat diselesaikan. Perlu diketahui bahwa tugas pokok 
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pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 
menggunakan sumber dana dari masyarakat yang diperoleh dari pajak, 
retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan aset 
Negara, bantuan dan hibah (Mardiasmo, 2009 : 8). Pengelolaan keuangan 
daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi 
juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. 
Tingkat kemampuan daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya 
penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) merupakan sumber utama untuk melaksanaan otonomi daerah. 
Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat 
dilihat dari Kinerja Keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio 
keuangan daerah ( Perwira, 2014 ). 
Mariani ( 2013:2 ) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja 
sangatlah penting terutama dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah 
untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Kinerja keuangan pemerintah daerah 
adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-
sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung 
berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan 
pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada 
pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-
dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan 
peraturan perundang-undangan. Sijabat ( 2013 ), menyatakan bahwa 
pengukuran kinerja keuangan ini penting dilakukan agar dapat menilai 
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akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan 
dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan 
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan 
pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk 
menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola 
pemerintah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa analisis rasio 
keuangan yang berasal dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
berupa perhitungan APBD. Menurut Sadjiarto ( 2000 ) keputusan yang diambil 
pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan 
politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses 
pengembangan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah ini akan 
memungkinkan Pemerintah untuk menentukan anggaran dan menetapkan 
tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode 
pengukuran Kinerja Keuangan untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di 
sisi lain, adanya pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah membuat 
pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, 
memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta 
melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru. Analisis kinerja 
keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen adalah suatu proses 
penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan 
pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. 
Berdasarkan beberapa uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen”. 
 
B. Rumusan Masalah : 
1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen jika 
dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi ?  
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen jika 
dilihat dari Rasio Kemandirian ?  
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen jika 
dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?  
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen jika 
dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?  
5. Berapakah alokasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen ?  
6. Bagaimanakah pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemandirian daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen ? 
 
C. Tujuan Penelitian : 
1. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen jika 
dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi; 
2. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen jika 
dilihat dari Rasio Kemandirian; 
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3. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen jika 
dilihat dari Rasio Efektivitas PAD;  
4. Mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen jika 
dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah;  
5. Mengetahui besarnya alokasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sragen; 
6. Mengetahui pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemandirian daerah 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. 
 
D. Manfaat Penelitian : 
1. Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang pengelolaan 
keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen; 
2. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sragen dalam 
pengambilan kebijakan keuangan daerahnya; 
3. Bagi penulis, penelitaian ini merupakan media belajar tentang pengelolaan 
keuangan pada pemerintahan; 
4. Sebagai bahan pustaka bagi penelitian selanjutnya. 
 
 
 
 
